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RINGKASAN 

 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Penyaluran KUR pada Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi D.I. 

Yogyakarta, Reza Agustin, NIM D42220973, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik 

Negeri Jember, Imam Pratikno, S.E (Pembimbing Lapang), dan Dessy Putri Andini, 

S.E., M.M. (Dosen Pembimbing Magang). 

 Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan 

sebuah unit vertikal Kementerian Keuangan yang membawahi wilayah D.I. 

Yogyakarta untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan pertanggungjawaban 

negara, termasuk pembinaan KPPN dibawahnya, koordinasi, dan pelayanan terkait 

keuangan negara, serta berfungsi sebagai financial advisor daerah. Pelaksanaan 

magang pada Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta dilakukan sistem rotasi pada 

1 bagian, dan 2 bidang yakni Bagian Umum, Bidang Pelaksanaan Pembinaan 

Anggaran II, dan Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan keuangan dimulai 

dari 1 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Selama Penempatan 

pada beberapa bagian dan bidang tersebut, banyak kegiatan atau penugasan yang 

diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian dan bidang. 

 Monitoring dan Evaluasi penyaluran KUR merupakan salah satu tugas dari 

Bidang Pelaksanaan Pembinaan Anggaran II yang bertujuan untuk memastikan 

penyaluran Kredit Usaha Rakyat tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak 

positif bagi UMKM. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan tugas 

dan fungsi Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor. 

 Mekanisme monitoring dan evaluasi penyaluran KUR melibatkan 

pemantauan data melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan survei 

langsung kepada debitur atau penyalur guna mengidentifikasi kendala, mengukur 

kepuasan debitur, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan agar 

program berjalan optimal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil 

monitoring dan evaluasi penyaluran KUR yang sudah dilakukan, Kanwil DJPb akan 

melaporkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Pusat dalam 

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kredit Program. 


